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ABSTRAK 
 
MUALLIM TAJUDDIN (B111 10 496), dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Recidive Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi 
Kasus Perkara No. 269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr)”. Di bawah bimbingan 
Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Wiwie Heryani selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan 
sanksi terhadap recidive tindak pidana penyalahgunaan narkotika  studi 
kasus perkara No. 269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr 
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan metode 
penelitian lapangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sidendreng 
Rappang dengan mengambil berkas putusan. Selain itu, penulis juga 
mewawancarai Hakim yang menangani perkara tersebut. 
Hasil penelitian sesuai judul : (1) Penerapan hukum pidana materiil 
terhadap recidive tindak pidana penyalahgunaan narkotika  dalam 
putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr telah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 
diterapkan Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009. (2) Pertimbangan 
hukum Hakim terhadap pelaku residive tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika dalam putusan pengadilan negeri Sidrap Nomor 
269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr, kurang tepat, hal ini dapat dilihat dari sanksi 
pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa masih sangat ringan 
dan jauh dari sanksi maksimal sebagaimna diatur dalam Pasal 486, 487 
dan 488 KUHP tentang pengulangan kejahatan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
            Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan 
pembangunan diberbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan 
adalah pembangunan di bidang hukum yang sangat diharapkan 
oleh seluruh masyarakat indonesia. Sesuai dengan ketentuan  
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk 
menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum 
guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. 
Dalam mencapai tujuan tersebut, tidaklah jarang terjadi 
permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain 
oleh karena para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya 
kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di 
Indonesia saat ini. 
Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring 
dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan 
hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan 
permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat 
dari hukum adalah dinamis. Pada aliran sosiologis, yang dipelopori 
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oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber, berpendapat : 
“Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan 
masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya 
perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya dan lenyapnya) 
sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum 
merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.” 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, 
sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang 
merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan 
yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 
Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum 
merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam 
kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat 
membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. 
Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda 
bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern 
sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat. 
Kejahatan dapat timbul dimana saja dan kapan saja. 
Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada 
setiap masyarakat. Namun karena sifatnya yang merugikan, maka 
adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk 
mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun 
demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita 
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dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas. 
Berdasarkan informasi berbagai mediamassa, baik media 
cetak maupun elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas 
menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat. 
Berbagai usaha untuk menghapuskan kejahatan ini telah dicoba 
oleh negara-negara di dunia, namun demikian usaha tersebut 
sampai saat ini baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya 
saja. 
Hukum seharusnya selalu mengikuti perkembangan 
kehidupan manusia. Apabila hukum bersifat statis dan tidak 
mengikuti dinamisasi kehidupan manusia maka akanDekonstruksi  
pemberlakuannya malahan hukum akan cenderung ditinggalkan dan 
tidak berdaya guna ditengah-tengah masyarakat ,termasuk dalam 
hal ini Hukum Pidana.  
Salah satu diantaranya Tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika. Penyalahgunaan Narkotika sebagai suatu tindak pidana 
telah memunculkan korban-korban penyalahgunaan narkotika 
dalam masyarakat. Korban penyalahgunaan narkotika dalam 
masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama 
dan penggolongan-penggolongan lainnya. Korban penyalahgunaan 
narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika dan 
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korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang 
yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam 
keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun 
psikis, sedangkan Penyalahgunan adalah orang yang menggunakan 
narkotika tanpa hak atau melawan hukum.  
Tindak Pidana Penyelahgunaan Narkotika merupakan 
masalah besar yang sedang mejadi trending topic sekaligus menjadi 
suatu keprihatinan bangsa Indonesia akhir-akhir ini. 
Tindak Pidana Penyelahgunaan Narkotika tersebut semakin 
marak dan bahkan para pelaku penyelahgunaan narkotika seolah 
olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan 
menyertainya. 
Pada awalnya Narkotika dan obat obatan terlarang lainnya 
yang termasuk dalam Psikotrapika merupakan obat yang di 
butuhkan dalam pelayanan kesehatan,dalam pengobatan di dunia 
kesehatan,zat atau obat obatan tersebut dipergunakan untuk 
pembiusan dan menghilangkan atau mengurangi rasa sakit yang 
diderita oleh pasien .yang dosisnya diatur sedemikian rupa agar zat 
atau obat obatan tersebut tidak membahayakan bagi pasien atau 
yang bersangkutan,sehingga ketersedian obat-obatan tersebut perlu 
dijamin.Namun dilain pihak Narkotika dan Psikotrapika 
disalahgunakan untuk kepentingan diluar kegiatan yang 
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berhubungan dengan medis. 
Penyelahgunaan narkoba merupakan masalah yang 
perkembangannya sangat menghawatirkan dan berdampak 
terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Beberapa ahli telah 
memberikan definisi tentang penyelahgunaan narkoba.  
Menurut Widjono, dkk (1981), 1 penyelahgunaan obat 
sebagai pemakaian secara terus menerus ,atau sekali tetapi 
berlebihan dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktek 
kedokteran .Hal ini selaras dengan definisi dari kementerian sosial 
yang menyebutkan penyelahgunaan narkotika adalah penggunaan 
oleh seseorang di luar tujuan pengobatan dan atau ilmu 
pengobatan. 
Penyelahgunaan zat tersebut berdampak pada 
rusaknyahubungankekeluargaan,menurunkankemampuanbekerja,k
etidakmampuan untuk membedakan antara yang baik danyang 
buruk,perubahan perilaku menjadi anti sosial, 
merosotnyaproduktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan 
krimanalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif mampun 
kualitatif dan juga akan mengganggu ketahanan nasional karena 
sifat sifat  yang merugikan tersebut, maka narkotika dan 
psikotrapika diawasi baik secara nasional maupun internasional. 
                                                          
1Hs Widjono, Kamus Bahasa Indonesia, Grasindo, .Jakarta, 2005, Hal 75. 
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Pada dasarnya obat-obatan tersebut merupakan bahan 
yang digunakan dalam bidang pengobatan maupun untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, ada efek lain dari 
Narkotika tersebut yaitu menimbulkan ketergantungan. 
Menyebabkan penurunan  sampai menghilangkan rasa nyeri  
apabila digunakan tanpa pengawasan. Pengendalian dosis yang 
tidak sesuai dengan anjuran dokter atau instansi kesehatan. 
Sehingga sering kali obat-obatan atau Narkotika tersebut 
disalahgunakan, baik disalahgunakan oleh individu maupun atau 
korporasi  
Penyalahgunaan narkotika semakin sering terjadi 
dimasyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredarpun semakin 
banyak macamnya. Menurut Harisasanka, diera tujuhpuluhan 
pecandu-pecandu narkoba (narkotika dan obat terlarang, termasuk 
psikotropika) masih terbatas dikalangan remaja dan anak-anak yang 
berpenghasilan besar. Sedangkan anak kelas menengah kebawah 
lebih banyak menggunakan narkotika yang termasuk dalam 
golongan obat keras. Obat-obatan yang dikomsumsi pada waktu itu 
obat keras yang termasuk dalam golongan obat tidur atau golongan 
obat penenang.2 
Narkotika mampu menyentuh dan meraba seluruh lapisan 
                                                          
2Hari Sasangka, Narkotika Pisikotropika Dalama Hukum Pidana, Cetakan I, Mndar Maju, 
Yogyakarta, 2003, Hal 64. 
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masyarakat mulai dari lapisan pelajar, mahasiswa, kalangan 
professional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum. Maupun 
oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem 
pertahanan Negara. dan merupakan alat Negara yang bertugas 
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan Negara.3 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat 
dikemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap 
Recidivetindak pidana penyalahgunaan narkotika. (Studi Kasus 
Perkara No. 269/Pid.Sus/2016/PN.Sidrap)? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim terhadap Recidivetindak 
pidana penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Perkara No. 
269/Pid.Sus/2016/PN.Sidrap) ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Pidana Maeril 
terhadap Recidivepelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
berdasarkan Perkara PN.No.269/Pid.Sus/2016/PN.Sidrap. 
                                                          
3Ibid 
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2. Untuk mengetahui apa pertimbangan hukum hakim terhadap 
Recidive tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan 
Perkara PN.No.269/Pid.Sus/2016/PN.Sidrap. 
Kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah : 
1. Secara Akademis/Teoritis 
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 
dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama 
masalah yang menyangkut Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika. 
2. Secara Praktis 
Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan penegak  hukum di 
Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan Tindak 
Pidana penyalahgunaan narkotika. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana ( Delik ) 
1. Pengertian Tindak Pidana( Delik ) 
Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam 
bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, 
dan dalam bahasa Belanda disebut delict kadang-kadang juga 
memakai istilah strafbaar feit. Tindak pidana yang dalam bahasa 
Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar 
dan feit. Yang masing-masing memiliki arti straf diartikan sebagai 
pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, feit 
diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.  
Ledeng Marpaung menyatakan, 4  arti tindak pidana diberi 
batasan sebagai berikut: 
Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.  
Menurut Pompe, 5  perkataan stafbaar feit itu secara teoritis 
dapat dirumuskan sebagai : 
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
                                                          
4Ledeng Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 
Hal 13. 
5Roni Wiyanto, Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal 
37. 
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oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum atau sebagai de normovertreding 
(verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en 
waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts 
orde en de behartiging van het algemeen welzjin. 
 
E. Utrecht memakai istilah6 “peristiwa pidana” karena yang 
ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. Namun 
Moeljatno (Hamzah, 1994 : 86) menolak istilah peristiwa pidana 
karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang 
hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, 
misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya 
orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang 
lain. 
Moeljatno sendiri memakai istilah “perbuatan pidana” untuk 
kata 7“tindak pidana”. Menurut beliau, kata “tindak “ lebih sempit 
cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak 
menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi 
hanya menyatakan keadaan yang konkret. 
Abidin mengusulkan pemakaian istilah8 “perbuatan criminal”, 
karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga 
kurang tepat, karena dua kata benda bersambung yaitu 
                                                          
6Op.Cit, Ledeng Marpaung, Hal 13. 
7Ibid. 
8Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal 
26. 
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“perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis 
antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan 
istilah Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah 
yang dipakai di Jerman, yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” 
dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “feit” dalam 
bahasa Belanda itu. 
Tetapi Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah 
padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu 
tindak pidana. Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis 
memakai juga istilah “tindak pidana” di samping istilahnya sendiri 
seperti Roeslan Saleh di samping memakai “perbuatan pidana” 
juga memakai istilah “tindak pidana”, begitu pula Adji, di samping 
memakai istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “tindak 
pidana”. 
Di Negeri Belanda dipakai istilah feit dengan alasan bahwa 
istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (handelen), tetapi juga 
pengabaian (naelaten).Pemakaian istilah feit  pun di sana oleh Van 
Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, 
bukan feit itu. Senada dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah 
strafwaardig feit (strafwaardig artinya patut dipidana), oleh karena 
itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah delict kurang 
dipersengketakan, hanya karena istilah “strafbaar feit” itu telah bisa 
dipakai.  
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Simons memberikan defenisi lebih lanjut mengenai tindak 
pidana dalamn arti strafbaar feit sebagai berikut:9 
“Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 
seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum”.   
Van Hattum mengatakan:10 
“Oleh karena dengan perkataan “ stafbaar feit” itu seolah-olah “ 
orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada 
waktu orang menjabarkan sesuatu tindak pidana ke dalam unsur- 
unsurnya , orang terpaku pada unsur- unsur tindak pidana seperti 
yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang 
adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat 
dihukum, ataupun juga disebut  “bijikomende voorwaarden voor de 
strafbaarheid”, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan 
pribadi dari pelakunya itu sendiri”. 
 
  Menurut Van Hattum, semua syarat yang harus terpenuhi 
sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga 
dianggap sebagai unsur – unsur tindak pidana.Syarat- syarat pokok 
dari suatu tindak pidana itu adalah : 
a. dipenuhi semua unsur tindak pidana seperti yang terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana; 
b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas 
perbuatannya; 
c. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan 
sengaja, dan  
d. pelaku tersebut dapat dihukum. 
 
                                                          
9Op.Cit, Ledeng Marpaung, Hal 15. 
10Op.Cit, Andi Hamzah, Hal 27 
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana  
Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi 
unsur-unsur, sebagai berikut:11 
1. Harus ada perbuatan manusia; 
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
Pasal dari undang-undang yang bersangkutan; 
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 
4.  Dapat dipertanggungjawabkan. 
Sedangkan menurut Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa:12 
1. Subjek; 
2. Kesalahan; 
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana ; 
dan  
5. Waktu, tempat, dan keadaan ( unsur objektif lainnya ) 
Menurut Amir Ilyas mengemukakan bahwa tindak pidana 
adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai 
berikut :13 
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang  
     (mencocoki rumusan tindak pidana) 
2. Memiliki sifat melawan hukum dan  
3. Tidak ada alasan pembenar. 
 Selanjutnya menurut Kartanegara mengemukakan bahwa 
:14 
                                                          
11Ibid, Hal 29.  
12Amir Ilyas, Asas Asas Hukum Pidana, Manakarya Rangkang & PuKAP Indonesia, 
Yogykarta, 2012, Hal 26. 
13Ibid, Hal 28. 
14Op.Cit, Hal 10. 
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Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. 
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu 
berupa: 
1. suatu tindakan; 
2. suatu akibat dan; 
3. keadaan (omstandigheid) 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan 
yang dapat berupa : 
1. Kemampuan(toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld). 
 
Sedangkan Lamintang menguraikan bahwa unsur-unsur tindak 
pidana terdiri atas dua macam yaitu:15 
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan 
dari sipelaku itu harus dilakukan. Sebagaimana unsur-unsur 
objektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut : 
a. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. 
b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP 
atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, 
dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.  
c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab denagan suatu kjenyataan seabagai akibat  
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri sipelaku  atau 
yang berhubungan dengan sipelaku dan termauk didalamnya 
segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sebagaimana 
unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai 
berikut:  
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan(dolus atau culpa). 
                                                          
15Ibid 
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b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.  
c. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
dan pemalsuan. 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti 
yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP.  
e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.   
Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (schuld) dalam 
hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu : 
1. Dolus atau opzet atau kesengajaan 
Menurut Memorie van Toelicting, dolus atau sengaja berarti 
dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan 
tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdriijf ). 
Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu :16 
a. Sengaja sebagai niat : dalam arti ini akibat tindak pidana 
adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya 
tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan. 
b.  Sengaja kesadaran akan kepastian : dalam hal ini ada 
kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan 
terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu. 
c. Sengaja insyaf akan kemungkinan : dalam hal ini dengan 
melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang 
dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu. 
 
2. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan 
Mengenai  MvT tersebut, Kartanegara mengemukakan 
bahwa :17 
Yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan 
diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan 
dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta 
                                                          
16Op.Cit, Hal 13. 
17Op.Cit, Ledeng Marpaung, Hal 16. 
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harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan 
itu. 
 Sedangkan menurut Simons mengemukakan 
bahwakealpaan adalah :18 
Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-
hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat 
perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan 
dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang 
berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin 
akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan 
terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu 
meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat 
diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu 
syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu 
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. 
Tentu dalam hal mempertimbangkan asda atau tidaknya "dapat 
diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. 
Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan 
itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat 
kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu 
tidak ada. 
 
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
1. Pengertian Tindak PidanaPenyalahgunaan Narkotika  
Pengertian psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 35 
tahun 2009 tentangNarkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau 
obat, baik alamiah maupun sintetis bukannarkotika, yang 
berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf 
pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental 
dan perilaku. 
                                                          
18Ibid, Hal 25. 
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Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah 
penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika. Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan 
aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan 
menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya 
halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan 
alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta 
mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakaianya. 
Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa 
pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat 
menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan 
ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam 
penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang 
bahkan menimbulkan kematian. Melihat besarnya pengaruh negatif 
psikotropika tersebut apabila disalah gunakan, maka pemerintah 
pun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang 
psiktropika tersebut. Menurut Pasal 3, Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan di bidang 
psikotropika itu sendiri ialah menjamin ketersediaan psikotropika 
guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, 
mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta 
memberantas peredaran gelap narkotika. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 
sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan 
ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam 
UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah 
kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua 
tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan 
kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan 
dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan 
diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan 
kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari 
pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi 
jiwa manusia.19 
Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan Narkotika 
secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan 
atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi 
ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk 
membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk 
persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan 
ganja.20 
 
                                                          
19Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001, Hal 15.  
 
20Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika di Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2004, Hal 34. 
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C. Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) 
1. Pengertian Recidive 
 Recidive atau pengulangan tindak pidana berasal dari 
bahasa Perancis yaitu Re dan Cado  berarti lagi dan Cado berarti 
jauh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melalukan 
kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa 
dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani penghukumannya. 
Atau apabila “seseorang melakukan beberapa perbuatan yang 
merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri atas satu atau lebih 
perbuatan yang telah dijatuhi hukuman oleh Hakim”. 
Rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 
syarat yang harus  dipenuhi agar suat perbuatan dianggap 
pengulangan tindak pidana atau Residivesme, yaitu: 
1. Pelakunya adalah orang yang sama; 
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu 
telah dijatuhi pidana oleh suatu Hakim; 
3. Si bersalah harus pernah menjalani seluruhnya atau sebahagian 
hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya atau dibebaskan 
sama sekali dari hukuman tersebut; 
4. Keputusan Hakim tersebut tidak dapat diubah lagi atau sudah 
berkekuatan hukum tetap; 
5. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. 
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Budiono menyatakan bahwa Residivisme adalah 
“kecendrungan individu atau sekelompok orang untuk mengulaangi 
perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena 
melakukan perbuatan itu” 21 , sedangkan Residivis adalah orang 
yang pernah melakukan sesuatu kejahatan yang sama22. 
2. Pengertian Recidive Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia 
KUHP tidak ada mengatur tentang pengertian dari 
pengulangan (Recidive), secara umum. Namun ada beberapa 
pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur tentang akibat 
terjadinya sebuah  Recidive. Ada dua kelompok yang dikategorikan 
sebagai kejahatan pengulangan Recidive, yaitu:23 
1. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana 
tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangannya. Pengulangannya hanya terbatas pada tindak-
tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 488 KUHP. 
2. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai dengan 
Pasal 388 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana 
khusus tertentu yang dpat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 
216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan 
Pasal 512 ayat (3).  
                                                          
21Budiono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karya Agung, Surabaya, Hal 416. 
22 Rudi Haryono dan Mahmud Maahyung, Kamus Lengkap Inggris-Inonesia, Lantas 
Media, Jakarta, Hal 215. 
23Ibid.  
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Mengingat pentingnya tujuan pidana seabagai pedoman 
dalam pemberian atau menjatuhkan pidana dimuat dalam konsep 
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) 
Nasional 2000.Di samping itu juga adanya perkembangan 
pemikiran mengenai teori pemidanaan mengakibatkaan para 
sarjana berpikir untuk merumuskan tujuan pemidanaan yang ideal. 
Di samping itu adaya kitik-kritik mengenaidasar pemidanaan yang 
menyangkut hubungan antara teori pidana, pelaksanaan pidana, 
dan tujuan pidana yang hendak dicapai serta hasil yang diperoleh 
penerapan pidana.  
D.  Pidana dan Pemidanaan 
Sanksi pidana merupakan reaksi dari akibat dan konsekuensi 
pelanggaran dari suatu perbuatan melawan hukum. Sanksi pada 
umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma 
yang berlaku. Sanksi juga berfungsi sebagai alat penderitaan agar 
menimbulkan efek jera bagi si pelaku. 
Kalangan   hukum   lazimnya   beranggapan   bahwa   hukuman 
merupakan   penderitaan,   sedangkan   imbalan   merupakan   suatu 
kenikmatan sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta merta akan 
mengikutinya  
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Para pakar   memberikan   pandangan   berbeda-beda   dalam 
suatu definisi tentang sanksi. Pengertian sanksi oleh para pakar antara 
lain sebagai berikut:24 
a. Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi 
terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang,  
dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai 
pada penjatuhan vonis oleh hakim. 
b. Poernomo, sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana 
(strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang telah 
ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat 
hukum atas pelanggaran norma. 
c. Utrecht, sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau 
suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau 
organisasi sosial. 
d. Arrasyid, sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat 
dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang 
datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol 
dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya. 
e. Sudikno, pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan 
keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh 
pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. 
f. Kanter dan Sianturi, sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa 
agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. 
g. Hambali Thalib, sanksi hukum dalam arti sanksi negatif yang unsur-
unsurnya dapat dirumuskan sebagai reaksi terhadap akibat atau 
konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah 
sosial, baik kaidah hukum maupun kaidah sosial nonhukum, dan 
merupakan kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial 
tertentu. 
Lebih lanjut Kanter dan Sianturi, 25  tugas sanksi adalah 
merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma 
hukum ditaati oleh setiap orang, dan juga merupakan akibat hukum bagi 
                                                          
24Op.Cit Hal 23. 
25E. Y. Kanter & SR Sianturi, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 
Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hal 43. 
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seseorang yang melanggar norma hukum. Dari definisi beberapa pakar 
hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pidana mengandung unsur atau 
ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.  
b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan atau oleh yang berwenang. 
c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 
pidana menurut undang-undang. 
Pengertian serta unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana 
telah sebelumnya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan sanksi 
dalam hukum pidana (sanksi pidana) adalah reaksi yang diberikan 
dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan (berwenang) 
berupa pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan   kepada   seseorang   yang   telah   melakukan 
pelanggaran kaidah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang. 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan  
a. Pengertian Pidana  
Menurut Sudarto merumuskan pidana sebagai:26 
“Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. 
Selanjutnya Simons menyebutkan bahwa:27 
                                                          
26Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Pidana,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 21. 
27Tolib Setiady, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, Hal 20. 
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“Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana 
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan 
suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah”. 
Kemudian dengan cara lain Hart menyatakan bahwa pidana 
haruslah:28 
1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain 
yang tidak menyenangkan, 
2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka 
benar melakukan tindak pidana, 
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar 
ketentuan hukum, 
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak 
pidana, 
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan 
ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh btindak 
pidana tersebut. 
Dengan beberapa pengertian serta ruang lingkup pidana  
menyimpulkan bahwa Pidana selalu mengandung unsur-unsur 
sebagai berikut: 
1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, 
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), 
3. Dikenakan pada seseorang yang telah melakukantindak pidana 
menurut undang-undang. 
 
 Akan tetapi semua pakar menyetujui pendapat bahwa 
hakekat pidana adalah pemberian nestapa, sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Muladi (Sudarto, 1983:11) bahwa pidana adalah 
menyeruhkan untuk tertib, pidana pada hakekatnya mempunyai dua 
                                                          
28Op.Cit, Mulyadi, Hal 23. 
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tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan 
menyelesaikan konflik.  
b. Pengertian Pemidanaan 
 Menurut Sudarto  Pemidanaan dapat diartikan sebagai:29 
“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya”. 
 
Hamzah menyatakan bahwa:30 
“Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau 
pemberian pidana atau penghukuman yang mempunyai dua arti 
yaitu sebagai berikut: 
1. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah 
yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian 
pidana abstracto). 
2. Dalam arti konkrit, ialah menyangkut berbagai badan atau 
jawatan yang kesemuannya mendukung dan melaksanakan 
stelsel sanksi hukum pidana. 
 Sedangkan Prakoso merumuskan bahwa:31 
“Hukum pidana hendknya dipertahankan sebagai salah satu sarana 
untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadaap 
kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali 
rehabilitasi sipembuat tanpa mengurangi keseimbangan 
kepentingan perorangan dan masyarakat”.  
 Pandangan tersebut diatas kalau kita urai ternyata memang 
benar adanya oleh karena pemberian pidana dalam arti umum itu 
merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena ASAS 
LEGALITAS yang berbunyi “NULLUM CRIMEN, NULLA POENA, 
                                                          
29P. F. A. Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1997, Hal.20. 
30Ibid. 
31Ibid.  
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SINE PRAEVIA LEGE POENALI”. Jadi untuk mengenakan pidana 
diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. 
2. Jenis-Jenis Pidana 
Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sesuai 
Pasal 10, sanksi pidana terdiri dari: 
1. Pidana Pokok  
a. Pidana Mati  
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana 
mati termasuk urutan pertama jenis dari pidana pokok yang 
dalam prakteknya undang-undang masih memberikan alternatif 
dengan hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya 
dua puluh tahun (lihat Pasal 340 KUHP). 
Berdasarkan Pasal 2 sampai Pasal 16 Undang-Undang 
No.2 Pnps Tahun 1964, secara garis besar memuat tata cara 
tentang pelaksanaan hukuman mati. Di antara ketentuan yang 
terpenting adalah : 
1) Dalam waktu tiga puluh hari, sebelum pelaksanaan hukuman 
mati, wajib diberitahukan kepada terdakwa tentang 
pelaksanaannya hukuman mati tersebut, oleh pihak yang diberi 
kewenangan untuk itu (Jaksa Tinggi atau Jaksa). 
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2) Bagi terdakwa yang kebetulan wanita, dalam keadaan hamil, 
maka pelaksanaan hukuman mati harus ditunda sampai 
lahirnya bayi yang dikandungnya. 
3) Tempat dilaksanakannya hukuman mati ditentukan oleh 
Menteri Kehakiman, yang biasanya akan ditentukan menurut 
wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana terdakwa tersebut 
dijatuhi pidana mati oleh hakim. 
4) Pelaksanaan hukuman mati, dilaksanakan oleh regu tembak 
yang dipimpin oleh Polisi yang perwira. 
5) Kepala Polisi di wilayah hukum yang bersangkutan 
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan hukuman mati, 
setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi atau Jaksa. 
6) Pelaksanaan hukuman mati tidak diperbolehkan di depan 
umum. 
7) Setelah selesai pelaksanaan hukuman mati (ditembak) maka 
jenazah diserahkan kepada keluarganya. 
8) Sebelum pelaksanaan hukuman mati (sebelum ditembak) 
dalam waktu tiga hari (tiga kali dua puluh empat jam) pihak 
yang berwenang (Jaksa Tinggi atau Jaksa) harus 
memberitahukan kepada terdakwa untuk menyampaikan kata-
kata atau pesan terakhir kepada seseorang yang dianggap 
penting dan perlu oleh terdakwa. 
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9) Setelah pelaksanaan hukuman mati, maka Jaksa atau Jaksa 
Tinggi tersebut harus membuat berita acara tentang 
pelaksanaan hukuman mati tersebut yang kemudian 
diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan 
yang kemudian harus dicantumkan dalam surat keputusan. 
10) Kepala Polisi di daerah yang bersangkutan atau yang 
ditunjuk (perwira polisi) harus menghadiri pelaksanaan 
hukuman mati, sementara bagi penasihat hukumnya dapat 
menghadiri pelaksanaan hukuman mati tersebut apabila ia 
menghendaki atau atas permintaan terpidana. 
Berdasarkan Pasal 67, Pasal 244, dan Pasal 263 
KUHAP, terhadap putusan (hukuman) mati dapat dimintakan 
banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Di samping upaya 
hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 
Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 TahunTentang 
Grasi, terhadap pidana mati diperbolehkan mengajukan grasi 
kepada Presiden. 
b. Pidana Penjara  
Pada prinsipnya hukuman penjara ini, baik untuk seumur 
hidup maupun penjara untuk sementara waktu, merupakan 
alternatif dari pidana mati. P.A.F Lamintang (1988:69) 
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mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hukuman penjara 
adalah : 
"suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari 
seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang 
tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan 
mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib 
yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan 
dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah 
melanggar peraturan tersebut". 
Perihal mengenai hukuman penjara telah diatur dalam 
Pasal 12 KUHP, yang mengatur: 
1) Pidana penjara seumur hidup atau sementara 
2) Lamanya pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya 
satu hah dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut 
3) Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya 
dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan dengan 
pidana yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dipidana 
dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup dan 
penjara sementara dan dalam hal masa lima belas tahun itu 
dilampaui, sebab pidana ditambah, karena ada gabungan 
kejahatan atau karena berulang melakukan kejahatan atau 
karena ketentuan Pasal 52. 
 
30 
 
4) Lamanya pidana itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh 
tahun. 
Jika berpedoman pada Pasal 12 KUHP tersebut, maka 
seseorang dapat dipidana sehubungan dengan kejahatan yang 
telah dilakukannya berkisar antara satu hari sampai dengan dua 
puluh tahun. Satu hari menurut hukum adalah serentetan waktu 
selama 24 (dua puluh empat) jam dan satu bulan berarti 30 (tiga 
puluh) hari (Pasal 97 KUHP).  
c. Pidana Kurungan  
Perihal mengenai hukuman kurungan ini telah diatur 
dalam Pasal 18 KUHP, yang mengatur: 
1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan 
selama-lamanya satu tahun. 
2) Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat 
bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, sebab 
ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena berulang 
melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52. 
3) Pidana kurungan tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat 
bulan. 
Hukuman kurungan ialah hukuman yang dijatuhkan di 
dalam penjara, sama halnya dengan hukuman penjara. Namun 
terdapat beberapa perbedaan yang membedakannya dengan 
hukuman penjara, antara lain : 
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1) Hukuman penjara dapat dijalankan di dalam penjara mana 
saja, sedangkan hukuman kurungan dijalankan di daerah di 
mana terhukum bertempat tinggal waktu hukuman itu 
dijatuhkan. 
2) Orang yang dipidana hukuman kurungan, pekerjaannya lebih 
ringan daripada orang yang dipidana hukuman penjara. 
3) Orang yang dipidana dengan pidana kurungan dapat 
memperbaiki  nasibnya dengan biaya sendiri menurut 
peraturan yang akan ditetapkan dalam perundang-undangan 
(Pasai 23 KUHP).  
4) Masa waktu terpendek secara umum bagi hukuman kurungan 
adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dan dapat 
ditambah menjadi satu tahun empat bulan dalam hal gabungan 
tindak pidana, berulangkali melakukan tindak pidana, dan 
bilamana waktu melakukan tindak pidana tersebut 
menyertakan bendera Republik Indonesia, maka ditambah 
sepertiganya (Pasal 52 KUHP). 
d. Pidana Denda  
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
bahwa hukuman denda yang merupakan urutan keempat dari 
pidana pokok, tidak selalu berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan 
alternatif dari pidana penjara, pidana kurungan dan juga 
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pelanggaran lalu iintas (untuk pelanggaran lalu lintas sesuai 
dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992). 
Waluyadi mengatakan, menurut KUHP maupun di dalam 
undang-undang yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa hukuman 
denda mengalami posisi sebagai berikut:32 
a. Hukuman denda itu merupakan hukuman utama dengan tidak 
memberikan jenis pidana lain untuk mengganti pidana denda. 
b. Hukuman denda merupakan hukuman alternatif, sementara 
pidana utamanya adalah pidana kurungan. 
c. Pidana denda juga merupakan jenis pidana alternatif dari 
pidana penjara. 
d. Hukuman denda itu merupakan pidana utama, sementara 
pidana kurungan sebagai alternatif. 
e. Denda itu dijatuhkan berbarengan dengan pidana penjara. 
f. Pidana denda yang dijatuhkan bersama dengan pidana 
kurungan, sesuai daiam Pasal 406, Pasal 489, Pasal 529, dan 
Pasal 532 KUHP. 
g. Mengenai penjatuhan hukuman denda yang terpisah dan atau 
disatukan dengan jenis hukuman yang lainnya dapat dilihat 
dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1971 tentang Tindak 
pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No,31 Tahun 1999. 
Lebih lanjut Waluyadi, pada prinsipnya perihal mengenai 
pidana denda keberadaannya harus mengacu pada hal- hal 
sebagai berikut: 
a. Besarnya denda itu sekurang-kurangnya dua puluh lima sen. 
b. Bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dibayar 
maka diganti dengan pidana kurungan. 
                                                          
32Op.Cit, Waluyadi, Hal 202. 
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c. Lamanya pidana kurungan pengganti denda itu sekurang-
kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. 
d. Lamanya itu dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut: 
- Jika denda atau setengah rupiahatau kurang,  gantinya satu 
hari, 
-  Jika lebih dari itu bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya 
tidak iebih dari satu hari, 
e. Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan selama-lamanya delapan 
bulan dalam hal maksimum denda itu ditambah, karena ada 
gabungan kejahatan, karena berulang membuat kejahatan 
atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP. 
f. Lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak lebih dari 
delapan bulan (Pasal 30 KUHP). 
2. Pidana Tambahan 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
Hal-hal yang menyangkut pidana tambahan berupa 
pencabutan beberapa hak tertentu, didalam KUHP telah diatur 
dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 KUHP.. 
Pencabutan tentang beberapa hak tertentu yang tertuang 
dalam Pasal 10 KUHP penjatuhannya oleh hakim tidak dapat 
dijatuhkan secara terpisah (tidak dapat dipisahkan) dengan 
penjatuhan pidana pokok. Artinya, apabila hakim hendak 
menjatuhkan pidana berupa pencabutan beberapa hak tertentu, 
seorang hakim harus menyertakan di dalamnya pencabutan 
beberapa hak tertentu bersama dengan pidana pokok. 
Dari penjelasan di atas terlihat secara garis besar bahwa 
apapun jenis kejahatannya maupun pelanggarannya, hakim 
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dapat sekaligus menyertakan pidana tambahan berupa 
pencabutan beberapa hak tertentu. Hal ini sesuai dengan 
pendapat dari Waluyadi, dengan mengatakan:33 
"Undang-undang ternyata tidak menjelaskan secara limitatif 
tentang kriteria yang dapat dipedomani oleh hakim sehingga ia 
menyertakan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak 
tertentu. Dalam arti, apakah seluruh kejahatan dan pelanggaran 
yang terdapat di dalam KUHP dapat dikenakan pidana tambahan 
tersebut, di samping pidana pokoknya." 
Lebih lanjut Waluyadi menjelaskan, undang-undang 
hanya menjelaskan dalam Pasal 128 KUHP, bahwa : 
1) Jika pidana karena kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 
104 dapat dijatuhi pidana pencabutan hak-hak tersebut pada 
Pasal 35, ke-1 sampai dengan ke-5; 
2) Pada waktu menjatuhkan pidana salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam Pasal 106-108, Pasal 110-125, maka dapat 
dijatuhkan pu!a pidana pencabutan hak-hak tersebut dalam 
Pasal 35 ke-1 sampai dengan ke-5; 
3) Pada waktu menjatuhkan pidana sebab kejahatan yang 
diterangkan dalam Pasal 127 maka yang bersalah dapat 
dipecat dari jabatan yang dijalankan pada waktu melakukan 
kejahatan itu, dari hak yang tersebut dalam Pasal 35 ke-1 
sampai dengan ke-4 dan dapat puia diperintahkan supaya 
putusan hakim diumumkan. 
Jika   pembuat   undang-undang   tidak   menjelaskan   
dan menegaskan bahwa hanya kejahatan-kejahatan seperti 
tersebut dalam Pasal 104, Pasal 106-108, dan Pasal 110-125 
KUHP sementara Pasal di luar itu tidak ditegaskan untuk tidak 
dibebani pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak 
                                                          
33Op.Cit, Waluyadi, Hal 213. 
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tertentu, akan memberikan pengertian bahwa jenis pidana 
tersebut dapat dimungkinkan untuk dijatuhkannya. Jika demikian 
yang terjadi, maka akan kembali kepada keyakinan hakim. Dalam 
arti, apakah sesuatu kejahatan itu perlu dijatuhi pidana tambahan 
berupa pencabutan beberapa hak tertentu atau tidak sangat 
tergantung kepada penilaian hakim. 
2) Perampasan Barang-Barang Tertentu 
Secara sederhana dapat diketahui bahwa perampasan 
barang adalah pengalihan kekuasaan atas barang untuk 
kepentingan hukum. Istilah lain dari kata perampasan barang ini 
dapat kita temukan didalam KUHAP (Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana) yang dikenal dengan penyitaan yaitu 
serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau 
menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 
pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan peradilan 
(Pasal 1 ke-16 KUHAP). 
Mengacu pada KUHAP akan memberikan penafsiran 
yang berbeda dalam memberikan dua jenis fungsi dan maksud 
dari penyitaan itu. Menurut KUHAP, penyitaan akan dilaksanakan 
oleh penyidik (penyidik Polri dan atau penyidik Pegawai Negeri 
Sipil yang diberi kewenangan untuk itu) guna kepentingan proses 
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peradilan (penyidikan, penuntutan, peradilan: sidang pengadilan), 
atau dengan kata lain bahwa maksud dari penyitaan dalam 
KUHAP adalah untuk kepentingan pembuktian. 
Berbeda dengan KUHAP, penyitaan menurut KUHP 
adalah demi untuk kepentingan negara yang dinyatakan dengan 
keputusan hakim sebagai hukuman tambahan di samping 
hukuman pokok. Ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 39 
KUHP, yang mengatur : 
1. Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan 
atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk 
mengerjakan kejahatan, boleh dirampas. 
2. Jika seseorang dipidana karena melakukan kejahatan tiada 
dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran, boleh 
juga dijatuhkan pidana rampasan itu dalam hal yang ditentukan 
dalam undang-undang. 
3. Pidana rampasan itu boleh juga dijatuhkan atas orang yang 
bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah 
tentang barang yang sudah disita. 
Pasal 39 KUHP tersebut merupakan asas umum dari 
penyitaan, yang menerangkan bahwa pada dasarnya barang-
barang yang dapat disita dan penyitaannya harus berbarengan 
dengan dijatuhi hukuman pokok meliputi: 
a) Benda yang diperoleh dari kejahatan; 
b) Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan; 
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c) Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan karena tidak 
sengaja dan atau karena melakukan pelanggaran melalui 
undang-undang. 
3) Pengumuman Putusaan Hakim 
Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan 
pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 
diucapkan disidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini, dalam 
hukum acara pidana sering disebut sebagai asas-asas umum 
pemeriksaan sidang pengadilan. 
Di samping ketentuan Pasal 195 KUHAP yang 
menegaskan agar semua putusan diucapkan dalam situasi 
sidang yang terbuka untuk umum, maka dalam permulaan sidang 
pun disyaratkan hendaknya dilaksanakan dengan terbuka untuk 
umum serta menggunakan bahasa Indonesia yang dapat 
dimengerti oleh terdakwa atau saksi, sebagaimana yang 
ditegaskan dalam Pasal 153 KUHAP yang menentukan bahwa : 
1. Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan 
bersidang. 
2. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan disidang 
pengadilan yang dilakukan secara lisan dan dalam bahasa 
Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. la wajib 
menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan 
yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan 
jawaban yang tidak bebas. 
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3. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang dapat 
menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara 
mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. 
4. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan ayat 3 
menyebabkan batalnya putusan demi hukum. 
5. Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang 
belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan 
menghadiri sidang. 
3. Teori Tujuan Pemidanaan 
 
Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang 
tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu 
mencakup hal-hal sebagai berikut: 
a. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri. 
b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan. 
c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu 
untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-
penjahat yang dengan cara-cara lain yang sudah tidak dapat 
diperbaiki kembali.  
Secara khusus tujuan hukum pidana adalah sebagai 
upaya pencegahan untuk tidak dilakukannya tindak pidana atau 
mencegah kejahatan, dengan jalan melindungi segenap 
kepentingan dari pada subyek hukum dari pihak-pihak yang tidak 
bertanggungjawab. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui 
pemberian sanksi dengan penderitaan, nestapa atau segala 
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sesuatu yang tidak mengenakkan secara tegas kepada pihak-
pihak yang telah terbukti melanggar hukum. 
Tujuan dasar dari adanya pidana bagi seseorang yang 
telah melanggar norma-norma hukum pidana adalah dengan 
pertimbangan untuk membalas si pelaku tindak pidana. 
Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan 
yang membenarkan adanya penjatuhan hukuman (sanksi) yaitu 
sebagai berikut: 
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 
Menurut Hamzah menyatakan bahwa:34 
“Tujuan pembalasan disebut juga sebagai tujuan untuk 
memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri 
maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan”. 
Soesilo juga menerangkan bahwa:35 
“Pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan 
zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh. 
Dasar keyakinan ini adala “TALIO” atau “QISOS” dimana orang 
yang membunuh itu harus menebus dosannya dengan jiwanya 
sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat 
unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana”. 
Sedangkan menerangkan bahwa:36 
“Bahwa keadilan itu, merupakan kenyataan kemerdekaan. 
Sehubungan dengan itu maka kejahatan merupakan ke tidak 
adilan yang berarti merupakan tantangan terhadap hukum dan 
                                                          
34Op.Cit, P. A. F. Lamintang, Hal 53.  
35Ibid, Hal 54. 
36Ibid. 
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keadilan. Oleh karena itu, keadaan tantangan terhadap hukum 
itu harus dilenyapkan dengan ke tidak adilan pula, yaitu dengan 
pidana, karena pidana itu merupakan ke tidak adilan pula”. 
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan 
Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam 
menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan 
pidana untuk prevensi terjadinnya kejahatan. Wujud pidana itu 
berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki. Menurut Teori 
relatif atau teori tujuan menyatakan “pidana bukanlah untuk 
melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan 
mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat”. 
3. Teori Gabungan  
Teori gabungan ini timbul oleh karena teori 
pembalasan dan teori tujuan  dianggap mempunyai 
kelemahan, untuk itu dikemukakan keberatan-keberatan 
terhadap kedua teori tersebut, yaitu: 
1) Keberatan terhadap teori pembalasan  
a. Penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk 
pembalasan dapat menimbuilkan ke tidak adilan. 
b. Apabila memang dasar pidana hanya untuk 
pembalasan, mengapa hanya negara yang berhak 
menjatuhkan pidana. 
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c. Pidana hanya sebagai pembalasn tidak bermanfaat bagi 
masyarakat. 
2) Keberatan terhadap teori tujuan  
a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan baik 
yang ditujukan untuk menakut-nakut umum maupun 
yang ditujukan kepada orang yang melakukan 
kejahatan, sehingga akan dijtuhkan pidana yang berat. 
Hal ini menimbulkan ke tidak adilan. 
b. Pidana berat itu tidak akan memenuhi rasa ke adilan, 
apabila kejahatan itu ringan’ 
c. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan. 
Oleh karena itu pidana tidak dapat semata-mata 
ditujukan hanya untuk mencegah kejahatan atau 
membinasakan penjahat. 
 Jadi, baik masyarakat maupun penjahatnya harus 
diberikan kepuasan yang sesuai dengan peri keadilan. Oleh 
karena itu teori pembalasan dan teori tujuan ini harus 
digabungkan menjadi satu, sehingga akan menjadi praktis 
puas, dan seimbang sebab pidana bukan hanya sebagai 
penderitaan tetapi juga harus seimbang dengan 
kejahatannya. 
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E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana  
Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 31 UU No. 48 Tahun 2009 
Tentang Perubahan atas Undang  Undang Nomor 4 Tahun 2004 
Tentang Kekuasaan Kehakiaman ( untuk selanjutnya disebut UU 
No.48 Tahun 2009 ). Hakim adalah pejabat yang melakukan 
kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU No.48 Tahun 2009. 
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam 
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim 
diberi fungsi UU No.48 Tahun 2009 untuk menerima, memeriksa, dan 
memutus dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, selalu dituntut 
untuk memberikan putusan yang sebenar-sebenarnya dan seadil-
adilnya serta dalam menjatuhkan pidana selalu memperhatikan 
aspek-aspek lain baik terdakwa maupun masyarakat. 
Di dalam KUHAP, putusan adalah pernyataan hakim yang 
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa 
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 
menurut cara yang diatur di dalam undang-undang (Pasal 1 butir 11 
KUHAP). Berdasarkan Pasal 195 KUHAP syarat syahnya suatu 
putusan adalah apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 
umum, hal ini di maksudkan agar masyarakat dapat mengetahui 
duduk perkara yang sebenarnya dan juga dapat memantau apakah 
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jalannya persidangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP 
atau tidak. Menurut ketentuan Pasal 193 KUHAP, putusan pidana 
dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.  
Putusan pemidanaan merupakan putusan yang 
membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan 
ayang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan (prinsip 
minimum pembuktian) bahwa terdakwa bersalah melakukan 
perbuatan yang didakwakan itu. Apabila pengadilan berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHAP). 
Berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang kesalahan 
terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurannya dua alat bukti 
yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim maka terdakwa 
dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana.  
Pembentuk undang-undang dalam beberapa rumusan 
tindak pidana merumuskan alasan penghapusan pidana, yaitu 
keadaan khusus yang maksudnya (yang harus dikemukakan “tetapi 
tidak harus dibuktikan”) oleh terdakwa dan apabila dipenuhi, 
menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumus 
tindak pidana telah dipenuhi tidak dapat dijatuhkan pidana. 
Selain itu pembentuk undang-undang telah menetapkan 
sejumlah alasan penghapus pidana umum dalam buku 1 KUHP WvS 
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Indonesia dan disamping itu melalui Pasal 103 KUHP WvS juga 
meliputi semua tindak pidana diluar KUHP, kecuali apabila dalam 
undang-undang dalam arti formal terdapat aturan yang menyimpang. 
Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat 
dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana 
kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan 
karena telah malakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut 
dinamakan alasan penghapusan pidana.  
Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang 
terutama yang ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan 
dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi 
perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim 
menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk 
menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti 
dirumusakan dalam alasan penghapus pidana. 
 Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan 
yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang 
sebenarnya telah memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak 
dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan 
penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan 
menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus 
kesalahan atau kesalahan pembuat hapus. Karena adanya ketentuan 
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undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan yang 
memaafkan pembuat.  
Jadi dalam hal ini hak malakukan penuntutan dari jaksa 
tetap ada, tidak hilang, namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana 
oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa 
Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana 
ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapusan pidana. 
Oleh karena hakimlah  yang menentukan apakah alasan penghapus 
pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana 
melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, 
undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk 
mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang 
pengadilan. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian 
tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana 
tersebut (hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya). 
Oleh karena dalam putusan bebas atau putusan lepas, pokok 
perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk 
pada ketentuan Pasal 76 KUHP. Meskipun KUHP yang sekarang ini 
ada mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP 
sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang penjelasan 
penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri 
melalui sejarah pembentukan KUHP (WvS Belanda). 
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Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum 
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan 
pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat 
tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta 
perbedaannya, salah satunya dalam buku Roeslan Saleh (1983:125) 
bahwa:37 
“Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan 
perbuatan yang mencocoki rumusan tindak pidana disebabkan 
karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan 
hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah sebagai hal-hal tersebut 
sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya 
dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang 
tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah 
perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidananya 
seseorang yanmg telah melakukan perbuatan yang mencocoki 
rumusan tindak pidana disebabkan karena tidak sepantasnya orang 
itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang 
menyebabkan diatidak sepantasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal 
yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan 
pemaaf.” 
 
Alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk 
menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai 
subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu 
perbuatan/tingkah laku (sebagai subjeknya). Dalam hal ini alasan 
penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat 
dipidanannya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidanannya 
perbuatan/tindakan. 
                                                          
37Roeslan Saleh, beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Presfektif, Aksara Baru, Jakarta, 
1983, Hal 125. 
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Dalam ajaran alasan penghapusan pidana, terdapat tiga asas 
yang sangat penting yaitu:38 
a. asas susidiaritas; 
Ada benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan 
hukum, kepentingan hukum dan kewajiban hukum, kewajiban 
hukum dan kewajiban hukum. 
b. Asas proporsional; 
 ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau 
kewajiban yang dilakukan.  
c. Asas “Culpa in Causa” 
pertanggungjawaban pidana bagi lorang yang sejak semula 
mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana. 
 
Alasan penghapusan pidana umum menurut undang-
undang adalah sebagai berikut : 
1. Tidak mampu bertanggung jawab 
2. Daya paksa dan keadaan darurat 
3. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas  
4. Melaksanakan peraturan perundang-undangan 
5. Menjalankan perintah jabatan 
 
Dalam praktik peradilan dan ilmu pengetahuan (doktrin) 
terdapat alasan penghapus pidana umum diluar undang-undang 
yaitu sebagai berikut: 
a. Izin 
b. Tidak ada sama sekali sifat tercela  
c. Tidak ada sifat melawan hukum materil 
                                                          
38http://cb96t.blogspot.co.id/2014/09/pembelaan-hukum-alasan-penghapusan.html 
diakses pada tanggal 30 Agustus, Hari Selasa, Pukul 21.00 Wit 
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 
alasan peniadaan pidana diatur dalam Buku I ketentuan umum, 
yang mengatur mengenai: 
1. Tidak mampu bertanggung jawab karena jiwannya cacat atau 
terganggu karena penyakit (Pasal 44) 
2. Daya paksa (Pasal 48) 
3. Pembelaan paksa (Pasal 49) 
4. Melaksanakan ketentuan Undang-Undang (Pasal 50) 
5. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51) 
6. Percobaan kejahatan dipidana (Pasal 53) 
7. Percobaan terhadap pelanggaran terhadap tindak pidana (Pasal 
54) 
8. Membantu melakukan kejahatan dipidana (Pasal 56) 
9. Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60) 
Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang 
menghapuskan pidana dibedakan menjadi tiga yaitu : 
a.  Alasan pembenaran  
Adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan 
hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh 
terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tertera 
dalam Pasal 49 (1), 50, 51 (1). 
a) Jenis-jenis alasan pembenar  
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Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan 
pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah: 
1. Keadaan darurat, diatur dalam Pasal 48 KUHP; 
Seseorang dikatakan berbeda dalam keadaan 
darurat (Sahetapy dan Pohan, 2007: 60) “apabila 
seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih 
untuk melakukan delik atau merusak kepentingan yang 
besar”. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana 
terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut 
yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan 
darurat, yaitu Pembenturan antara kedua kepentingan 
hukum. 
Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu 
perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, 
namun pada saat yang sama melanggar kepentingan 
hukum yang lain, begitu pula sebaliknya Perbenturan 
antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam 
hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus 
melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan 
kewajiban hukum Perbenturan antara kewajiban hukum 
dan kewajiban hukum dalam hal ini pelaku harus 
melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat 
yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang 
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lain begitu pula sebaliknya. Dalam keadaan darurat 
tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan hanya 
dibenarkan jika: 
a) Tidak ada jalan lain; 
b) Kepentingan yang dilindungi secara objektif bernilai 
lebih tinggi daripada kepentingan yang dikorbankan; 
2. Pembelaan Terpaksa, diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP; 
Menurut Pasal 49 ayat 1 disyaratkan hal-hal yang 
bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yaitu: 
a) Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap 
raga, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda; 
b) Serangan itu bersifat melawan hukum; 
c) Pembelaan merupakan keharusan; 
d) Cara pembelaan adalah patut. 
3. Melaksanakan ketentuan undang-undang, diatur dalam 
Pasal 50 KUHP; 
Dalam hal ini terdapat hal dimana ada Perbenturan 
antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum lainnya, 
artinya bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, 
seorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya. 
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4. melaksanakan perintah jabatan yang sah, diatur dalam 
Pasal 51 KUHP; 
Dari Pasal 51 ayat 1, juga harus disimpulkan bahwa 
tindakan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan 
(ambtelijk bevel) tidak bersifat melawan hukum atau bersifat 
melawan hukumnya ditiadakan. 
b.  Alasan pemaaf 
Adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, 
tetap melwan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, 
tetapi dia tidak dipidana, karena tak ada kesalahan. Tercantum 
dalam Pasal 49 (2), 51 (2). 
a) Jenis-jenis alasan pemaaf 
Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf 
yang terdapat dalam KUHP adalah: 
1. Tidak mampu bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 
KUHP; 
Dalam Pasal 44 KUHP membedakan pertanggung 
jawaban dalam 2 kategori yaitu cacat dalam pertumbuhan 
dan gangguan penyakit kejiwaan. 
Yang dimaksud gangguan adalah gangguan sejak 
lahir atau sejak remaja tumbuh dengan normal namun 
kemudian hari muncul kelainan jiwa. Pada dasarnya cacat 
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atau gangguan penyakit muncul pada saat perbuatan atau 
tindak pidana, dan ketika perbuatan itu dilakukan ada 
hubungan antara gangguan jiwanya dengan perbuatannya. 
2. Daya paksa, diatur dalam Pasal 48 KUHP; 
Dalam memori penjelasan Pasal 48 KUHP daya 
paksa adalah “setiap daya, setiap dorongan, atau setiap 
paksaan yang tidak dapat dilawan”. 
Titik tolak dari daya paksa adalah adanya keadaan-
keadaan yang eksepsional yang secara mendadak 
menyerang pembuat atau pelaku, bukan ketegangan 
psikis, melainkan keharusan melakukan perbuatan pidana 
untuk mencapai tujuan yang adil. 
c. Hal memaksa (overmacht) 
Pasal 48: 
“Tidaklah dihukum seorang yang melakukan perbuatan, 
yang didorong hal memaksa”. 
Jadi apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam 
keadaan terpaksa, maka dia tidak dihukum. Paksaan ini 
adakalanya bersifat fisik (vis absoluta) dan ada yang bersifat 
psikis (vis comvulsifa). Yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP 
paksaan yang bersifat psikis, bukan fisik. Vis Comvulsifa tebagi 
menjadi dua macam: 
a. daya paksa dalam arti sempit (overmacht in enge 
zin)keadaan darurat (noodtoestand), antara lain: orang 
terjepit antara dua kepentingan, orang terjepit antara dan 
kewajiban.  
b. ada konflik antara dua kewajiban. 
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d. Keperluan membela diri (noodweer) 
Pasal 49 ayat 1: 
“Tidaklah seorang yang melakukan suatu perbuatan, 
yang diharuskan (geboden) untuk keperluan mutlak 
membela badan (lijf), kesusilaan (eerbarheid), atau barang-
barang (goed) dari dirinya sendiri atau orang lain, terhadap 
suatu serangan yang bersifat melanggar hukum dan yang 
dihadapi seketika itu atau dikhawatirkan akan segera 
menimpa.  
 
Terpaksa dalam melakukan pembelaan ada tiga pengertian : 
 
1. Harus ada serangan atau ancaman serangan  
2. Harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau 
ancaman serangan pada saat itu dan harus masuk akal. 
3. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya 
serangan. 
Adapun kepentingan-kepentingan yang dapat dilakukan 
pembelaan adalah : 
1. diri/badan 
2. kehormatan dan kesusilaan 
3. harta benda orang 
4. Melampaui Batas Membela Diri 
Pasal 49 ayat 2 KUHP : 
“Tidaklah kena hukuman pidana suatu pelampauan batas 
keperluan membela diri apabila ini akibat langsung dari gerak 
perasaan, yang disebabkan oleh serangan lawan”. 
Pelampauan ini terjadi apabila : serangan balasan 
dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan. Tidak 
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ada imbangan antara kepentingan yang mula-mula diserang 
dan kepentingan lawan yang diserang kembali.  
Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana 
apabila hakim menerima aksesnya yaitu “langsung disebabkan 
oleh kegoncangan jiwa yang hebat”. Hal ini sangat berhubungan 
dengan perasaan seseorang ketika dihadapkan pada sebuah 
peristiwa. 
Pasal 50 KUHP : 
 
“Tidak dikenakan hukuman pidana seorang yang melakukan 
perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan hukum 
perundang-undangan. 
Maka sebetulnya Pasal 50 ini tidak perlu. Kenapa Pasal ini 
tetap dicantumkan dalam KUHP, karena untuk menghilangkan 
keragu-raguan. Contoh : Seorang polisi tidak melakukan tindak-
tindak Pasal 333 KUHP, yaitu merampaskemerdekaan orang 
lain, apabila dalam menyelidiki suatu perkara pidana 
menangkap seorang tersangka. 
 
e. Perintah Jabatan (Ambtelijk Bevel) 
Pasal 51 ayat 1 KUHP : 
Tidak dikenakan hukuman pidana seseorang yang 
melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu 
perintah, diberikan oleh seseorang alasan yang berwenang 
untuk memberikan perintah itu. 
 
Pasal 51 ayat 2 KUHP : 
Tidak dikenakan hukuman pidana juga dalam hal ada 
perintah, dikeluarkan oleh seorang pengusaha yang tidak 
berwenang untuk itu, namun sipelaku harus mengira secara 
jujur (de goedor trouw) bahwa perintah itu sah dan beres. 
Perbuatan yang dilakukan seorang bawahan ini harus dalam 
lingkungan pekerjaan jabatan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga Pengadilan 
Negeri Sidrap. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten 
Sidrap, dengan pertimbangan bahwa semakin meningkatnya tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan, 
Khususnya di Kabupaten Sidrap . Di samping itu, Kabupaten Sidrap 
merupakan daerah asal  penulis sehingga penulis dengan mudah 
memperoleh data yang menyangkut tentang Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika  
B. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data 
sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data 
sebagai berikut :  
1. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, 
karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, 
majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai 
instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan 
untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli 
hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
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2. Penelitian Lapangan  
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis 
menggunakan dua cara, yaitu: 
a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang 
dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder. 
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal 
ini adalah Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek 
penelitian penulis. 
C. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang 
berkaitan dengan penelitian melalui wawancara. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari 
penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya 
ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, 
surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga 
bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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D. Teknik Analisa Data  
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang 
sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun 
adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni 
setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup 
kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu 
dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum 
kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya 
analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Recidive Tindak 
Pidana Penyalahgunaan Narkotika. (Studi Kasus Perkara No. 
269/Pid.Sus/2016/PN.Sidrap) 
Tindak pidana  merupakan tindakan yang melanggar hukum 
yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak 
sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang 
melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut harus 
dipertanggung jawabkan.   
Adapun kasus yang ingin dibahas dalam penelitian ini 
adalah Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 
269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr. 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari 
dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat 
dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu 
Penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus 
dalam putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 
269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr adalah sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus  
59 
 
Bahwa dia terdakwa SUARDI alias PALACE bin JELLING, 
pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 11. 30 Wita atau 
setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016, bertempat di 
Arawa Keluarahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten 
Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah kosong milik ASNIAR) atau 
setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli,menukar atau menyenrahkan Narkotika 
Golongan I bukan tanaman  beratnya 5 (lima) gram, yang dilalukan 
dengan cara antara lain sebagai berikut : 
Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 
16.00 Wita terdakwa bertemu debgan saksi DARMAWAN alias 
BEKEL bin H.MAIDE (berkas terpisah) di Jalan Pude Tanru 
Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, 
pada saat itu saksi DARMAWAN hendak menonton elekton di 
acara pengantin, lalu terdakwa dan saksi DARMAWAN ke 
rumahnya untuk menggunakan shabu-shabu di rumah 
terdakwa yang terletak di Arawa Kelurahan Batu Lappa 
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, 
kemudian saksi DARMAWAN pulang kerumahnya dengan 
meminjam sepeda motor milik terdakwa kemudian sekira pukul 
22.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi DARMAWAN 
untuk bertemu lalu terdakwa menjemput saksi DARMAWAN di 
Jalan Bilal Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten 
Sidenreng Rappang untuk menemani terdakwa menggunakan 
shabu-shabu kemudian terdakwa dan saksi DARMAWAN 
menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa selanjutnya 
pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 06.00 Wita 
terdakwa dan saksi DARMAWAN kembali mengunakan shabu-
shabu di rumah terdakwa lalu pada hari senin tanggal 18 Juli 
2016 sekira 23.30 Wita saksi DARMAWAN bemalam di rumah 
kos terdakwa yang terletak di Jalan Andi Makkasau keluaran 
Pangkajene Kecamatan Maritengangae Kabupaten Sidenreng 
Rappang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 
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sekira pukul 11.30 Wita terdakwa dihubungi lewat handphone 
oleh LEMMANG ( belum tertangkap ) untuk bertemu di rumah 
kosong milik ipar terdakwa bernama ASNIAR yang 
bersebelahan dengan rumah terdakwa lalu LEMMANG 
menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild 
berisi 2 (dua) sachet / bungkus shabu-shabu kemudian 
terdakwa melihat isinya, pada saat itu LEMMANG mengatakan 
“Itu 1 sachetnya berisi 10 gram shabu” lalu terdakwa membuka 
dan memeriksanya kemudian menyimpannya di dalam lemari 
yang terletak di luar kamar dan terdakwa meletaknya di 
samping cuci tangan di dalam lemari tersebut, kemudian 
terdakwa dan LEMMANG turun dari rumah panggung tersebut 
laluLEMMANG menyimpan sesuatu dengan mengatakan “ Ada 
yang saya simpan disini” lalu terdakwa melihat LEMMANG 
suatu di atas mesin traktor tangan yang ditutupi dengan kain 
yang kemudian terdakwa ketahui adalah 3 (tiga) sachet berisi 
shabu,kemudian LEMMANG menyerahkan 1 (satu) paketan 
kecil shabu-shabu untuk terdakwa pakai / konsumsi lalu sekira 
pukul 21.30 Wita terdakwa kembali ke rumah kost lalu bertemu 
dengan saksi DARMAWAN  di depan rumah kost kemudian 
terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada 
saksi DARMAWAN untukndi ngunakan bersama-sama setelah 
itu terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil badik yang 
tertinggal di jok mobil sedangkan saksi DARMAWAN 
menyimpan shabu-shabu tersebut di bawah kardus kosong di 
dapur, kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi GUNAWAN  
dan saksi SERJAK masing-masing Polisi dari Satuan Reserse 
Narkoba POLRES Sidenreng Rappang masuk ke dalam rumah 
kost terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi dari 
masyarakat bahwa terdakwa terlibatpenyelahgunaan Narkotika 
Golongan I jenis shabu-shabu , pada saat itu terdakwa dan 
saksi DARMAWAN sedang berada di rumah kos tersebut lalu 
dilalukan penggeledahan di dalam rumah kos tersebut, dari 
dapur ditemukan 1 (satu) paket plastic shabu-shabu di bawah 
dos kosong, pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada 
Polisi bahwa masih ada shabu-shabu di simpan di rumah 
kosong disamping rumah terdakwa selanjutnya saksi 
GUNAWAN dan saksi SERJA K serta  terdakwa, saksi 
DARMAWAN dan isteri terdawkwa bernama saksi FEBRIANA 
alias ANA  binti HANING dengan menaiki mobil rental 
terdakwa berangkat menuju rumah kosong milik ASNIAR 
namun dari jok mobil di temukan 1 (satu) paket plastic kecil , 
selanjutnya di lalukan penggeledahan di dalam rumah kosong 
milik ASNIAR , dari dalam lemari di temukan pembungkus 
rokok Class Mild berisi 2 (dua) sachet ukuran sedang berisi 
shabu-shabu, 1 (satu) bungkus berisi 33 (tiga puluh tiga) 
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sachet kosong ukuran kecil, 1(satu) bungkus berisi sachet 
kosong ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital 
warna hitam, dari atas mesin traktor tangan ditutupi kain  di 
bawah kolong rumah di temukan 3 (tiga) sachet ukuran kecil 
berisi shabu-shabu , selanjutnya terdakwa serta barang bukti 
dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk 
diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 
Laboratoris Krimanalistik No. Lab : 3118/NNF/IX/2016 tanggal 
07 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani dengan 
dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE 
SUARTAHAWAN S.SI  M.SI, dkk selalu pemeriksa  dari 
Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar bahwa 2 (dua) 
sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat 
Netto 16,2677 (dua belas koma dua enam tujuh tujuh) gram 3 
(tiga) sachet palstik sedang berisikan Kristal bening dengan 
berat netto 0,1629 ( nol koma satu enam dua Sembilan) gram 
milik SUARDI  alias PALACCAE bin JELLING adalah benar 
mengandung Mentamfetamina yang terdaftar dalam golongan I 
No.Urut 61 UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum  
Dakwaan Pertama  
Bahwa ia terdakwa SUARDI alias PALACAE bin JELLING 
pada hariSelasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 11.30 Witaatau 
setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2016, bertempat di 
Arawa Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten 
Sidenrreng Rappang (tepatnya di rumah kosong milik ASNIAR) atau 
setidaknya pada tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan 
Negeri Sidenrreng Rappang, tanpa hak atau melawan hokum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika 
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Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan 
dengan cara antara lain sebagai berikut: 
Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 
16.00 Wita terdakwa bertemu debgan saksi DARMAWAN alias 
BEKEL bin H.MAIDE (berkas terpisah) di Jalan Pude Tanru 
Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, 
pada saat itu saksi DARMAWAN hendak menonton elekton di 
acara pengantin, lalu terdakwa dan saksi DARMAWAN ke 
rumahnya untuk menggunakan shabu-shabu di rumah 
terdakwa yang terletak di Arawa Kelurahan Batu Lappa 
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, 
kemudian saksi DARMAWAN pulang kerumahnya dengan 
meminjam sepeda motor milik terdakwa kemudian sekira pukul 
22.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi DARMAWAN 
untuk bertemu lalu terdakwa menjemput saksi DARMAWAN di 
Jalan Bilal Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten 
Sidenreng Rappang untuk menemani terdakwa menggunakan 
shabu-shabu kemudian terdakwa dan saksi DARMAWAN 
menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa selanjutnya 
pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 06.00 Wita 
terdakwa dan saksi DARMAWAN kembali mengunakan shabu-
shabu di rumah terdakwa lalu pada hari senin tanggal 18 Juli 
2016 sekira 23.30 Wita saksi DARMAWAN bemalam di rumah 
kos terdakwa yang terletak di Jalan Andi Makkasau keluaran 
Pangkajene Kecamatan Maritengangae Kabupaten Sidenreng 
Rappang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 
sekira pukul 11.30 Wita terdakwa dihubungi lewat handphone 
oleh LEMMANG (belum tertangkap) untuk bertemu di rumah 
kosong milik ipar terdakwa bernama ASNIAR yang 
bersebelahan dengan rumah terdakwa lalu LEMMANG 
menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild 
berisi 2 (dua) sachet/bungkus shabu-shabu kemudian 
terdakwa melihat isinya, pada saat itu LEMMANG mengatakan 
“Itu 1 sachetnya berisi 10 gram shabu” lalu terdakwa membuka 
dan memeriksanya kemudian menyimpannya di dalam lemari 
yang terletak di luar kamar dan terdakwa meletaknya di 
samping cuci tangan di dalam lemari tersebut, kemudian 
terdakwa dan LEMMANG turun dari rumah panggung tersebut 
laluLEMMANG menyimpan sesuatu dengan mengatakan “Ada 
yang saya simpan disini” lalu terdakwa melihat LEMMANG 
suatu di atas mesin traktor tangan yang ditutupi dengan kain 
yang kemudian terdakwa ketahui adalah 3 (tiga) sachet berisi 
shabu,kemudian LEMMANG menyerahkan 1 (satu) paketan 
kecil shabu-shabu untuk terdakwa pakai/konsumsi lalu sekira 
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pukul 21.30 Wita terdakwa kembali ke rumah kost lalu bertemu 
dengan saksi DARMAWAN  di depan rumah kost kemudian 
terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada 
saksi DARMAWAN untukdigunakan bersama-sama setelah itu 
terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil badik yang 
tertinggal di jok mobil sedangkan saksi DARMAWAN 
menyimpan shabu-shabu tersebut di bawah kardus kosong di 
dapur, kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi GUNAWAN  
dan saksi SERJAK masing-masing Polisi dari Satuan Reserse 
Narkoba POLRES Sidenreng Rappang masuk ke dalam rumah 
kost terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi dari 
masyarakat bahwa terdakwa terlibat penyelahgunaan 
Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, pada saat itu 
terdakwa dan saksi DARMAWAN sedang berada di rumah kos 
tersebut lalu dilalukan penggeledahan di dalam rumah kos 
tersebut, dari dapur ditemukan 1 (satu) paket plastic shabu-
shabu di bawah dos kosong, pada saat itu terdakwa 
memberitahukan kepada Polisi bahwa masih ada shabu-shabu 
di simpan di rumah kosong disamping rumah terdakwa 
selanjutnya saksi GUNAWAN dan saksi SERJAK serta  
terdakwa, saksi DARMAWAN dan isteri terdawkwa bernama 
saksi FEBRIANA alias ANA  binti HANING dengan menaiki 
mobil rental terdakwa berangkat menuju rumah kosong milik 
ASNIAR namun dari jok mobil di temukan 1 (satu) paket plastic 
kecil , selanjutnya di lalukan penggeledahan di dalam rumah 
kosong milik ASNIAR, dari dalam lemari di temukan 
pembungkus rokok Class Mild berisi 2 (dua) sachet ukuran 
sedang berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus berisi 33 (tiga 
puluh tiga) sachet kosong ukuran kecil, 1(satu) bungkus berisi 
sachet kosong ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan 
digital warna hitam, dari atas mesin traktor tangan ditutupi kain  
di bawah kolong rumah di temukan 3 (tiga) sachet ukuran kecil 
berisi shabu-shabu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti 
dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk 
diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 
Laboratoris Krimanalistik No. Lab : 3118/NNF/IX/2016 tanggal 
07 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani dengan 
dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE 
SUARTAHAWAN S.SI  M.SI, dkk selalu pemeriksa  dari 
Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar bahwa 2 (dua) 
sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat 
Netto 16,2677 (dua belas koma dua enam tujuh tujuh) gram 3 
(tiga) sachet palstik sedang berisikan Kristal bening dengan 
berat netto 0,1629 (nol koma satu enam dua Sembilan) gram 
milik SUARDI  alias PALACCAE bin JELLING adalah benar 
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mengandung Mentamfetamina yang terdaftar dalam golongan I 
No.Urut 61 UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal  114 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
 
Dakwaan Kedua 
 
Bahwa di terdakwa SUARDI alias PALLACAE bin JELLING, 
pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wita 
atau setidaknya pada waktu lain dalam bulam Juli 2016 
bertempat di Arawa Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang 
Pulu Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang ( tepatnya di 
rumah kosong milik ASNIAR) atau setidaknya pada tempat lain 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, 
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 
tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan 
cara antara lain sebagai berikut:  
 
Bermula pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 
16.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi DARMAWAN alias 
BEKEL bin H. MAIDE (berkas terpisah) di Jalan Pude Tanru 
Tendong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng 
Rappang, pada saat itu saksi DARMAWAN hendak menonton 
elekton di acara pengantin, lalu terdakwa dan saksi 
DARMAWAN ke rumahnya untuk menggunakan shabu-shabu 
di rumah terdakwa yang terletak di Arawa Kelurahan Batu 
Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng 
Rappang, kemudian saksi DARMAWAN pulag kerumahnya 
dengan meminjam sepeda motor milik terdakwa kemudian 
sekira pukul 22.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi 
DARMAWAN untuk bertemu lalu terdakwa menjemput saksi 
DARMAWAN di Jalan Bilal Tanru Tedong Kecamatan Dua 
Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menemani 
terdakwa menggunakan shabu-shabu kemudian terdakwa dan 
saksi DARMAWAN menggunakan shabu-shabu di rumah 
terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 
sekira pukul 06.00 Wita terdakwa dan saksi DARMAWAN 
kembali mengunakan shabu-shabu di rumah terdakwa lalu 
pada hari senin tanggal 18 Juli 2016 sekira 23.30 Wita saksi 
DARMAWAN bemalam di rumah kos terdakwa yang terletak di 
Jalan A. Makkasau keluaran Pangkajene Kecamatan 
Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya 
pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 11.30 Wita 
terdakwa dihubungi lewat handphone oleh LEMMANG (belum 
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tertangkap) untuk bertemu di rumah kosong milik ipar terdakwa 
bernama ASNIAR yang bersebelahan dengan rumah terdakwa 
lalu LEMMANG menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus 
rokok class mild berisi 2 (dua) sachet/ bungkus shabu-shabu 
kemudian terdakwa melihat isinya, pada saati itu LEMMANG 
mengatakan “Itu 1 sachetnya berisi 10 gram shabu” lalu 
terdakwa membuka dan memeriksanya kemudian 
menyimpannya di dalam lemari yang terletak di luar kamar dan 
terdakwa meletaknya di samping cuci tangan di dalam lemari 
tersebut, kemudian terdakwa dan LEMMANG turun dari rumah 
panggung tersebut laluLEMMANG menyimpan sesuatu 
dengan mengatakan “Ada yang saya simpan disini” lalu 
terdakwa melihat LEMMANG suatu di atas mesin traktor 
tangan yang ditutupi dengan kain yang kemudian terdakwa 
ketahui adalah 3 (tiga) sachet berisi shabu,kemudian 
LEMMANG menyerahkan 1 (satu) paketan kecil shabu-shabu 
untuk terdakwa pakai/konsumsi lalu sekira pukul 21.30 Wita 
terdakwa kembali ke rumah kost lalu bertemu dengan saksi 
DARMAWAN  di depan rumah kost kemudian terdakwa 
menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi 
DARMAWAN untuk digunakan bersama-sama setelah itu 
terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil badik yang 
tertinggal di jok mobil sedangkan saksi DARMAWAN 
menyimpan shabu-shabu tersebut di bawah kardus kosong di 
dapur, kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi GUNAWAN  
dan saksi SERJAK masing-masing Polisi dari Satuan Reserse 
Narkoba POLRES Sidenreng Rappang masuk ke dalam rumah 
kost terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi dari 
masyarakat bahwa terdakwa terlibatpenyelahgunaan Narkotika 
Golongan I jenis shabu-shabu, pada saat itu terdakwa dan 
saksi DARMAWAN sedang berada di rumah kos tersebut lalu 
dilalukan penggeledahan di dalam rumah kos tersebut, dari 
dapur di temukan 1 (satu) paket plastic shabu-shabu di bawah 
dos kosong, pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada 
Polisi bawha masih ada shabu-shabu disimpan di rumah 
kosong disamping rumah terdakwa selanjutnya saksi 
GUNAWAN dan saksi SERJAK serta  terdakwa, saksi 
DARMAWAN dan isteri terdakwa bernama saksi FEBRIANA 
alias ANA  binti HANING dengan menaiki mobil rental 
terdakwa berangkat menuju rumah kosong milik ASNIAR 
namun dari jok mobil di temukan 1 (satu) paket plastik kecil, 
selanjutnya di lalukan penggeledahan di dalam rumah kosong 
milik ASNIAR, dari dalam lemari di temukan pembungkus 
rokok Class Mild berisi 2 (dua) sachet ukuran sedang berisi 
shabu-shabu, 1 (satu) bungkus berisi 33 (tiga puluh tiga) 
sachet kosong ukuran kecil, 1(satu) bungkus berisi sachet 
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kosong ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital 
warna hitam, dari atas mesin traktor tangan ditutupi kain  di 
bawah kolonh rumah di temukan 3 (tiga) sachet ukuran kecil 
berisi shabu-shabu, selanjutnya terdakwa serta barang bukti 
dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk 
diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 
Laboratoris Krimanalistik No. Lab : 3118/NNF/IX/2016 tanggal 
07 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani dengan 
dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE 
SUARTAHAWAN S.SI  M.SI, dkk selalu pemeriksa  dari 
Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar bahwa 2 (dua) 
sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat 
Netto 16,2677 (dua belas koma dua enam tujuh tujuh) gram 3 
(tiga) sachet palstik sedang berisikan Kristal bening dengan 
berat netto 0,1629 ( nol koma satu enam dua Sembilan) gram 
milik SUARDI  alias PALACCAE bin JELLING  adalah benar 
mengandung Mentamfetamina yang terdaftar dalam golongan I 
No.Urut 61 UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 
ayat (2) Undang-Undang Nomor   35 Tahun 2009   tentang 
Narkotika. 
 
Perbuatan terdakwa yang telah diuraikan di atas diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika ” Setiap orang yang tanpa hak 
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Setiap orang; dan 
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2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
Golongan I.  
Ad 1. Setiap Orang  
yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah siapa 
saja orang atau subyek hokum yang melakukan perbuatan 
pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, 
dalam hal ini menunjuk SUARDI alias PALACE bin JELLING.  
Ad 2. Menawarkan untuk dijual, menual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau 
menyerahkan Narkotika Golongan  I 
Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative, maka cukup 
satu kriteria yang dipenuhi untuk menyatakan bahwa unsur ini 
telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan pemeriksaan 
persidangan terbukti bahwa barang bukti yang berupa shabu-
shabu sudah tersachet-sachet dan ditemukan pula sebuah 
timbangan digital yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah 
seorang penjual shabu-shabu. Menimbang bahwa dengan 
demikian Frasa “menjual” sudah harus dipandang terpenuhi, 
sehingga Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan 
apakah barang bukti yang berupa shabu-shabu merupakan 
narkotika Golongan I. 
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Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan 
laboratorium kriminalistik yang diajukan sebagai bukti dalam 
persidangan ini menunjukkan fakta bahwa shabu-shabu 
tersebut memiliki kandungan asam metamfetamina yang 
tergolong dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI 
No.35tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I; 
Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa harus di 
pandang  telah terbukti sebagai penjual Narkotika Golongan I 
bukan tanaman dan oleh karena beratnya lebih dari 5 gram 
maka unsur ini harus di pandang terpenuhi 
Ad 3. Unsur Secara Tanpa Hak 
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan 
yang di peroleh dari keterangan saksi dan keterangan 
terdakwa maka terungkap fakta bahwa selama proses hokum 
berlangsung terhadap dirinya, terdakwa tidak  dapat 
menunjukkan izin, dokumen, atau dasar sedemikian rupa 
yang dapat melegalkan perbuatannya, sehingga tindakan 
terdakwa a quo haruslah dipandang“perbuatan yang tidak 
didasari oleh suatu hak”; 
Berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua 
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unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika sebaimana dalam dakwaan Primair. 
Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan pertama telah 
terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi; 
Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang 
yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama telah 
terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa 
harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya; 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di 
persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alas an 
penghapusan pidana baik alasan pemaaf  maupun alas an 
pembenar bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana 
yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana 
penjara maupun pidana denda yang dikumulatifkan sebagimana 
diatur dalam undang-undang a quo; 
Menimbang, bahwa terhadap denda tersebut terdapat 
kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka 
berdasarkan undang-undang a quo Majelis Hakim akan 
menetapkan akan menetapkan pidana penjara pengganti denda 
yang lamanya akan di tetapkan dalam amar putusan; 
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3. Tuntutan Penuntut Umum  
Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya 
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, 
memutuskan: 
a. Menyatakan terdakwa SUARDI alias PALLACAE bin 
JELLING bersalah melakukan tindak pidana Narkotika 
“tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jul 
beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I 
beratnya lebih dari 5 (lima) gram “sebagaimana diatur dan 
diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang 
Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUARDI alias 
PALLACAE bin JELLING dengan pidana penjara selama 12 
(dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- 
(satu milyar rupiah) subsidiary 2 (dua) bulan penjara dengan 
dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan 
dengan perintah agar tetap ditahan. 
c. Bahwa terhadap barang bukti: 
- 2 (dua) sachet sedang berisikan Kristal bening yang 
diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 
16,2296 gram; 
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- 3 (tiga) sachet ukuran kecil berisikan Kristal bening yang 
diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,5684 
gram; 
- 1 (satu) paket plastic kecil berisi Kristal bening yang 
diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1629 
gram;  
- 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild; 
- 33 (tiga puluh tiga) sachet kosong ukuran kecil; 
- 3 (tiga) sachet ukuran sedang; 
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. 
Dirampas untuk dimusnahkan  
d. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
4. Analisis Penulis  
Dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila 
tentunya kita menjadikan sila-sila Pancasila tersebut mutlak 
menjiwai produk-produk hukum yang mengatur sanksi pidana. Hal 
ini berarti bahwa sanksi pidana dalam undang-undang dimaksud 
harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan 
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 
Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut 
Umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 (2) dan ayat (3) KUHAP, 
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yaitu harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap 
mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan 
waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Penyusunan surat 
dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama 
yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan 
yang beralaku, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang 
mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam 
dakwaan tidak berhasil dibuktikan. 
Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan 
penuntut umum dan diterapkan dalam putusan nomor: 
269/Pd.Sus/2016/PN.Sdr ini telah sesuai dengan ketentuan-
ketentuan pidana dalam KUHPidana, yakni Pasal 112 ayat (2) dan 
Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Setiap orang; 
b. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau 
menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 
5 gram; 
c. Secara tanpa hak. 
Pada posisi kasus tampak jelas bahwa terdakwa SUARDI alias 
PALLACAE bin JELLING secara jelas membawa, menjual menjadi 
perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I  jenis shabu-shabu 
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tanpa memiliki izin apapun yang berhubungan dengan narkotika 
berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 
3118/NNF/IX/2016 tanggal 07 september 2016 yang dibuat dan 
ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I 
GEDE SUHARTAHAWAN S.SI., M.S.I, selaku pemeriksa dari 
Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar bahwa 2 (dua) 
sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 
16,2677 (enam belas koma dua enam tujuh tujuh) gram, 3 (tiga) 
sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 
2,5969 (dua koma lima Sembilan enam Sembilan) gram dan 1 (satu) 
paket plastic berisikan Kristal dengan berat netto 0,1629 (nol koma 
satu enam dua Sembilan) gram milik SUARDI alias PALLACAE bin 
JELLING adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar 
dalam Golongan I No. urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika.  
          Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, 
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan 
keberatan/eksepsi. Menimbang bahwa Penuntut Umum telah 
mengajukan Saksi-Saksi berikut: 
1. SERJA bin KASE,  di depsn persidangan yang keterangannya di 
ambil dibawah sumpah dengan pokok-pokok berikut: 
a. Bahwa saksis adalah anggota Sat. Narkoba Polres 
Sidenreng Rappang. 
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b. Bahwa kejadian pada hari selasa tanggal 19 Juli 2016 
sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Arawa Kelurahan 
Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten 
Sidenreng Rappang. 
c. Bahwa awalnya terdapat informasi bahwa Terdakwa 
sering menjual Narkotika. 
d. Bahwa berdasarkan informasi tersebeut, saksi dan rekan 
saksi kemudian menangkap dan menggeledah Terdakwa 
dirumahnya. 
e. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan 
ditemukan barang bukti termasuk shabu-shabu sebanyak 
7 sachet. 
f. Bahwa pada saat penangkapan, ikut pula diamankan 
seorang lelaki yang bernama DARMAWAN. 
g. Bahwa Terdakwa tidak memilik izin apapun yang 
berhubungan dengan Narkotika. 
3. GUNAWAN, di depan persidangan yang keterangannya 
diambil di bawah sumpah dengan pokok-pokok keterangan 
sebagai berikut:  
a. Bahwa saksi adalah anggota Sat. Narkoba Polres 
Sidenreng Rappang; 
b. Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 19 Juli 2016 
sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Arawa Kelurahan 
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Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten 
Sidenreng Rappang; 
c. Bahwa awalanya terdapat informasi bahwa Terdakwa 
sering menjual Narkotika; 
d. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan 
saksi kemudian menangkap dan menggeledah Terdakwa 
dirumahnya; 
e. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan 
ditemukan barang bukti termasuk beberapa sachet shabu-
shabu dan sebuah timbangan digital; 
f. Bahwa pada saat penangkapan, ikut pula diamankan 
seorang lelaki DARMAWAN; 
g. Bahwa Terdakwa tidak memilik izin apapun yang 
berhubungan    dengan Narkotika . 
  Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-
saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan; 
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi 
keterangan yang pada saat pokoknya sebagai berikut:  
h. Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 
22.00 Wita, bertempat di Arawa Kelurahan Batu lappa 
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang 
Terdakwa dan Lk. Darmawan ditangkap oleh Polres 
Sidrap; 
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i. Bahwa terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika 
j. Bahwa saat itu rencannya Terdakwa hendak 
menggunakan shabu-shabu bersama Lk. Darmawan, 
namun Petugas tiba-tiba dating dan menangkap 
Terdakwa; 
k. Bahwa pada saatb penangkapan dan penggeledahan 
ditemukan barang bukti termasuk shabu-shabu sebanyak 
7 sachet dan sebuah timbangan digital; 
l. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang 
berhubungan dengan narkotika; 
m. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam 
kasus yang sama; 
  Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula 
mengajukan  alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan 
Laboratoris krimanalistik No. Lab: 3118/NNF/IX/2016 tanggal 
07 September 2016 yang di buat dan ditanda tangani dengan 
mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE 
SUARTAHAWAN S.SI M.SI, dkk selaku pemeriksa dari 
Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar; 
  Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula 
mengajukan barang bukti sebagaimana akan 
dipertimbangkan  dan putus  dalam perkara ini;  
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  Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, 
barang bukti, keterangan Saksi –Saksi dan keterangan 
Terdakwa antara satu dengan yang lainnya adalah saling 
berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta 
persidangan sebagai berikut: 
a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira 
pukul 22.00 Wita, bertempat di Arawa Kelurahan Batu 
Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng 
Rappang Terdakwa dan Lk. Darmawan ditangkap dan 
digeledah oleh anggota Polres Sidrap; 
b. Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah karena 
dugaan tindak pidana narkotika; 
c. Bahwa pada saat pengkapan dan penggeldahan 
tersebut ditemukan barang bukti termasuk beberapa 
sachet shabu-shabu dan sebuah timbangan digital; 
d. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam 
kasus yang sama; 
e. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang 
berhubungan dengan Narkotika; 
Jadi berdasarkan faktadalam posisi kasus, perbuatan yang 
dilakukan terdakwa SUARDI alias PALLACAE bin JELLING telah 
memenuhi unsur-unsur Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (2) 
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KUHP. Maka rumusan surat dakwaan telah sesuai dengan 
penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-
pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa SUARDI alias 
PALLACAE bin JELLING dan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan. Karena dalam kasus ini terdakwa bertentangan 
dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan 
narkotika dan terdakwa pernah terbukti melakukan tindak pidana 
serupa sebelumnya.  
Secara umum dalam kaitan dengan penerapan sanksi 
pidana oleh hakim kita tidak dapat mempermasalahkan tentang 
berapa hukuman  maksimal yang dijatuhkan oleh hakim karena itu 
adalah kewenangan hakim yang berdasarkan pada asas 
kebebasan hakim. Hanya saja yang perlu dianalisis oleh penulis 
yakni tentang alasan-alasan apa saja yang menjadi pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sehingga putusan yang 
dijatuhkan dapat dipahami nilai keadilannya. 
Sebagaiman kita ketahui bahwa pada kasus dalam perkara 
pidana nomor: 269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr ada unsur yang 
memberatkan terdakwa yakni terdakwa sebelumnya pernah 
diberikan sanksi pidana yang serupa atau dengan kata lain 
terdakwa dikategorikan sebagai Residive, maka penerapan sanksi 
pidana atau perbuatan terdakwa tentu menjadi dasar pertimbangan 
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oleh Majelis Hakim. Sehingga bisa memberikan efek jera 
terhadapa terdakwa. 
B. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Terhadap 
RecidiveTindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam 
Putusan  Putusan Nomor: 269/pid.sus/2015/pn.sdr. 
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan 
Sanksi Pidana  
Setelah proses pemeriksaan dalam persidangan maka 
Majelis Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk 
itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Majelis Hakim dituntut 
untuk melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu 
tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan 
melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinanya. Setelah 
itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas 
peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum 
yang berlaku. Selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dan 
menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang 
telah dilakukan. Putusan apapun yang menjadi pertimbangan 
dijatuhkannya suatu putusan. 
Berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim 
terhadap pelaku tindak pidana Recidive Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika pada putusan Pengadilan Negri 
Nomor 269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr, ada beberapa hal yang 
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menjadi dasar-dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana antara lain: 
Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan 
yang pada pokoknya mohon agar kiranya sanksi yang 
diberikan dikurangi karena terdakwa mengakui kesalahanya 
dan menyesali perbuatannya. Menimbang, bahwa dengan 
terbuktinya dakwaan pertama dan dakwaan kedua yaitu 
penyalahgunaan Narkotika, terdakwa harus dijatuhi 
hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang, 
bahwa karena terdakwa pernah dihukum sebelumnya 
dengan tindak pidana yang sama. 
 
2. Amar Putusan  
   Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 
pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan dari diri Terdkwa sebagai berikut: 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha 
pemerintah dalam pemberantasan  Penyalahgunaan 
Narkotika; 
- Terdakwa pernah terbukti melakukan tindak pidana serupa 
sebelumnya 
 Hal-hal yang mencurigakan : 
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga 
mempermudah jalannya persidangan; 
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan menyesal 
dengan perbuatan yang telah dilakukannya; 
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  Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah 
ditangkap dan ditahan secara sah maka sesuai ketentuan 
Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa pengkapan dan penahan yang 
telahbdijalani oleh Terdakwa haruslah diperkurangkan 
seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan; 
  Menimbang, bahwa pasal 193 ayat (2) b KUHAP dapat 
diterpkan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa 
ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa 
maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam 
tahanan;  
  Menimbang, bahwa seluruh barang bukti dalam perkara 
ini adalah merupakan sarana yang berhubungan dengan 
kejahatan maka seluruhnya harus dirampas untuk 
dimusnahkan; 
  Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan 
terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 
222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebeni untuk membayar biaya 
perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan 
ini; 
  Mengingat Ketentuan Pasal 114 (2) UURI No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari Perundang-
undangan yang berhubungan dengan perkara ini; 
 
82 
 
MENGADILI : 
- Menyatakan Terdakwa SUARDI alias PALACE bin JELLING 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana ‘secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan 
tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”; 
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan 
pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun; 
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda 
sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan 
ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana 
selama 2 (dua) bulan; 
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan 
yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya 
terhadap pidana yang dijatuhkan; 
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
- Memerintahkan agar barang bukti berupa: 
o 2 (dua) sachet plastic ukuran sedang berisi Kristal 
bening Narkotika jenis sabu seberat 16.2296 
gram 
o 3 (tiga) sachet plastic ukuran kecil berisi Kristal 
bening Narkotika jenis sabu berat 2.5684 gram; 
o 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi Kristal 
bening Narkotika jenis sabu berat  0.1629 gram; 
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o 1 (satu) buah pembungkus rokok merk classmild 
o 33 (tiga puluh tiga) sachet kosong ukuran kecil; 
o 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang; 
o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. 
Dirampas untuk dimusnahkan; 
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar 
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidendreng Rappang 
pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 oleh kami, Hj. 
ANDI NURMAHAWATI, SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua 
Majelis, ANDI MAULANA, SH., MH. Dan FITHRIANI, 
SH.,MH. masing-masing sebagai Hakin Anggota, putusan 
mana diucapkan dalam siding yang terbuka untuk umum 
pada hari Kamis tanggal 10 Novenber 2016 oleh Hakim 
Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim 
anggota, dibantu oleh NURCAYA., SH. Panitera 
Pengganti Pengadilan Negeri Sidendreng Rappang, 
dengan dihadiri LUK LUK RAQUL HUDA., SH.m 
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidendreng Rappang 
dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh 
Penasihat Hukumnya. 
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3. Analisis Penulis  
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah di 
uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan 
penuntut umum, dan pertimbangan hukum Hakim pengadilan 
dalam amar putusannya telah memenuhi unsur-unsur dan 
syarat-syarat dipidannya terdakwa. Hal ini didasarkan pada 
pemeriksaan dalam persidangan dimana barang bukti yang 
diajukan oleh Penuntut Umum termasuk di dalamnya 
keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling 
berhubungan antara satu dengan  yang lainnya. Bahwa 
terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, 
oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri menyatakan dalam 
amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika sebagaimana di atur dalam Pasal 114 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  dan 
menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 
(sepuluh tahun).  
Penulis dalam melakukan penelitian terhadap kasus ini 
melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang 
memeriksa dan mengadili kasus ini dan hasil wawancara 
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penulis dengan bapak Andi Maulana, SH. MH. Selaku Hakim 
anggota dalam kasus ini, beliau menyatakan sebagai berikut:39 
“dalam pemeriksaan kasus ini hakim berusaha mencari 
kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang di ungkapkan 
baik oleh saksi maupun terdakwa dalam persidangan, dan 
hakim juga harus melihat sikap dan perilaku terdakwa selama 
persidangan, sehingga menjadikan pertimbangan bagi hakim 
dalam menjatuhkan suatu perkara”. 
 
Berdasarkan analisis penulis dengan melihat uraian 
tersebut di atas di atas maka sanksi pidana yang telah 
dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa masih jauh dari rasa 
keadilan yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, karena 
perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah 
dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika sehingga  
merusak generasi penerus bangsa, apalagi sebelumnya 
terdakwa pernah terbukti melakukan tindak pidana serupa 
sebelumnya, sehingga penulis menganggap bahwa penjatuhan 
hukuman yang diberikan kepada terdakwa seharusnya betul-
betul memberikan efek jera. Hakim seharusnya lebih 
memperhatikan apa yang menjadi hal-hal yang memberatkan 
terdakwa. Sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa 
betu-betul meberikan efek jera kepada terdakwa, sehingga 
bisa menjadikan terdakwa jauh lebih baik dan tidak melakukan 
tindak pidana lagi.  
 
                                                          
39Hasil wawancara pada hari selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 14.00. 
86 
 
BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Dari uraian tersebut di atas maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa:  
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak 
podana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Sidrap Nomor 269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku 
yaitu diterapkan Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 
2009. Karena dalam kasus ini terdakwa sebelumnya pernah 
dijatuhi sanksi dengan tindak pidana yang sama (Residive).  
2. Perimbangan hukum Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri 
Sidrap Nomor 269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr, tidak memberikan 
rasa keadilan, hal ini dapat dilihat dari sanksi pidana yang 
dijatuhkan kepada terdakwa masih sangat ringan dan jauh dari 
sanksi maksimal.  
B. Saran  
melalui skripsi ini Penulis menyampaikan beberapa saran yang 
terkait dengan penelitian ini antara lain:  
1. Penulis sangat mengharapkan kepada segenap aparat 
penegak hokum agar lebih jelih melihat duduk perkara yang 
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berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika sekiranya ditindak 
dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang berat, sehingga 
memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan 
narkotika. 
2. Hakim dalam pengambilan keputusan seharusnya 
memperhatikan hal-hal yang memberatkan pelaku dalam hal 
penyalahgunaan narkotika, sehingga rasa keadilan dapat 
terpenuhi dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan 
oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apalagi 
pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah 
Residive.  
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